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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 

TENTANG 

KEBUN BIBIT RAKYAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 39 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang 

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, dalam pelaksanaan 

kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat dilakukan 

kegiatan pendukung dan Pemerintah dapat memberikan 

dukungan kepada pemegang hak atau pemegang izin 

dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan/atau lahan, 

antara lain dalam bentuk penyediaan bibit tanaman; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 

10/2016 tentang Perhutanan Sosial, sistem pengelolaan 

hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan 

negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan 

oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat 

sebagai pelaku utama untuk meningkatkan 

kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan 

dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, 

Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan 

Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan;  
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c. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan perhutanan sosial, 

Pemerintah dapat menyediakan bibit melalui pembuatan 

kebun bibit rakyat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia tentang Kebun Bibit 

Rakyat; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang 

Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5608); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 
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serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4814); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang 

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang 

Perusahan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 124); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-

II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan 

Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi 

Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 173) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.39/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian 

Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 580);   

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang 
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Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1663); 

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/ 

Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di 

Wilayah Kerja Perum Perhutani (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 899); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG KEBUN BIBIT RAKYAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan 

secara generatif atau secara vegetatif. 

2. Kebun Bibit Rakyat yang selanjutnya disingkat KBR 

adalah kegiatan pembuatan bibit tanaman hutan 

penghasil kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), 

yang dikelola oleh lembaga desa/kelompok 

adat/kelompok masyarakat/kelompok tani hutan 

perhutanan sosial, beranggotakan baik laki-laki 

dan/atau perempuan yang pembiayaannya bersumber 

dari dana pemerintah dan dipergunakan untuk 

penanaman sebagai bagian dari pemberdayaan 

masyarakat pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

3. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan 

lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara 

atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh 

masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat 

sebagai pelaku utama untuk meningkatkan 

kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan 

dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, 

Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan 

Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. 
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4. Kelompok adalah sekumpulan orang yang dapat 

berbentuk lembaga desa/kelompok adat/kelompok tani 

hutan perhutanan sosial yang telah mendapatkan 

izin/hak pengelola atau kelompok masyarakat lainnya. 

5. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang 

selanjutnya disingkat IUPHKm adalah izin usaha yang 

diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok 

masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada 

kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan 

produksi.  

6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK 

HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan 

berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan 

produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat 

atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya 

tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin 

kelestarian sumber daya hutan.  

7. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat 

HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan 

lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada 

lembaga desa. 

8. Hak Pengelolaan Hutan Adat yang selanjutnya disingkat 

HPHA adalah hak pengelolaan hutan yang berada dalam 

wilayah masyarakat hukum adat. 

9. Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang 

selanjutnya disingkat IPHPS adalah usaha dalam bentuk 

pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu 

dan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, 

pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, 

pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan 

penyerapan dan penyimpanan karbon di hutan produksi 

dan hutan lindung di wilayah kerja perum perhutani. 

10. Tanaman HHBK adalah tanaman hutan yang 

menghasilkan hasil hutan selain kayu (buah-buahan, 

getah, kulit, dan lain-lain). 
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